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PENDAHULUAN 

1.1. [bookmark: _Toc137041822] Latar Belakang 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk berupa barang, jasa ataupun pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik terkait dengan kepentingan publik. Sebagai pelaksana pelayanan publik atau pemerintah sebagai service provider (pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi) bertugas melaksanakan tindakan – tindakan pelayanan bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berkualitas. 
Salah satu fungsi pemerintah merupakan pemberian pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi – instansi yang ada pada lingkup pemerintahan. Saat ini peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah semakin mengemuka, Peningkatan kualitas pelayanan merupakan suatu isu yang krusial dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, dimana saat ini tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sementara pada pelaksanaanya penyelenggara pelayanan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai harapan masyarakat. 
Di negara - negara berkembang pada umumnya permintaan akan pelayanan jauh melebihi kemampuan pemerintah sehingga untuk memenuhinya, persoalan yang di kritisi masyarakat atau para penerima pelayanan (service receiver) adalah persepsi terhadap “kualitas” yang melekat pada seluruh aspek pelayanan. Menurut Sadu Wasistiono (2001:51-52) menjelaskan bahwa pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 
Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melakukan usaha pengembangan yang berbasis teknologi dan informasi ke dalam aspek pemerintahan terutama pada pelayanan publik, ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan atau mengaitkan antara proses pelayanan publik dengan memanfaatkan sumberdaya – sumberdaya teknologi dan informasi yang ada saat ini. Penggunaan teknologi informasi pada aspek pemerintahan seperti adanya pendistribusian surat secara online, penggelolaan kepengengurusan administrasi yang secara online, website, aplikasi pelayanan publik, sistem pelaporan pemerintah serta media komunikasi dan aspirasi masyarakat yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi, hal ini sesuai sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-govement. Menurut (Kurniawan, 2006) menjelaskan bahwa teknologi e-goverment dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengaitkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalkan proses pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan transparan. Selain itu manfaat lain dari hubungan dalam penerapan teknologi informasi ke dalam aspek pemerintahan pada pelayanan publik yaitu, membuat pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik serta menampilkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang mana masyarakat memperoleh kemudahan, keterbukaan serta kejelasan dalam mendapatkan informasi serta pelayanan publik yang diinginkan. 
Suriadi (2012) mengatakan meskipun upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah namun realitas pelayanan publik belum juga menunjukan perubahan yang signifikan banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat menunjukan bahwa kualitas pelayanan belum cukup baik. pengaduan dan keluhan tentang prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan masih menyulitkan masyarakat sebagai penerima pelayanan. hal ini sangat  menarik untuk diteliti terutama pada Kantor Imigrasi Kelas 1TPI Cirebon dalam pemeberian pelayanan paspor, seperti yang kita ketahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon berada dibawah langsung Direktorat Jenderal Imigrasi dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai organisasi publik untuk melayanai masyarakat atau public service . 
Menurut Rasyid (dalam Hardiansyah 2018 : 19)  Menjelaskan bahwa Pelayanan publik diartikan sebagai layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Moenier mengemukakan pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Hardiansyah 2018 : 23)
Pelayanan publik merupakan salah satu aspek dalam fungsi keimigrasian. fungsi keimigrasian yang dimaksud merupakan suatu bagian dari urusan suatu pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai macam pelayanan keimigrasian yang diberikan Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satunya yaitu dalam bentuk pemberian pelayanan pembuatan paspor bagi Warga Negara Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian khususnya dalam pelayanan paspor demi memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat dengan sebaik – baiknya. Upaya dalam memeberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan paspor sudah dilakukan melalui upaya penambahan Hardware ataupun software serta memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi pada pelayanan keimigrasian. Salah satunya yaitu diluncurkannya aplikasi M-Paspor sebagai sebuah inovasi baru oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM dengan menciptakan aplikasi M-Paspor untuk dapat memenuhi pelayanan pembuatan paspor bagi Warga Negara Indonesia. 
Melalui laman resmi Imigrasi RI, Direktorat Jenderal Imigrasi mulai memperkenalkan aplikasi M-Paspor sejak 30 Desember 2021 lalu. Aplikasi M-Paspor merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk antrian pendaftaran pengajuan permohonan pembuatan paspor baru ataupun pergantian paspor secara online. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam proses antrian pada pelayanan pembuatan paspor, Aplikasi M-Paspor merupakan inovasi dari pembaruan yang sebelumnya bernama APAPO (Antrian Pendaftaran Paspor Online). Aplikasi M-Paspor dapat diunduh melalui smartphone di Play Store atau App store dimana dengan aplikasi M-Paspor pemohon dapat dengan mudah untuk memilih tempat pembuatan paspor, mendapatkan nomor antrian serta memilih waktu kedatangan dalam pembuatan paspor, aplikasi ini juga sebagai persyaratan awal dalam pembuatan paspor dengan memasukan data pribadi dan mengunggah scan dokumen persyaratan pembuatan paspor yang dilakukan secara online dan dapat dilakukan dimanapun kapanpun. Aplikasi ini sekarang sudah tersedia untuk seluruh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, salah satu tempat pemerikasaan imigrasi yang menggunakan aplikasi M-Paspor dalam pelayanannya adalah di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon.
Sebagai salah satu bentuk media inovasi pelayanan publik dibidang keimigrasian, aplikasi M-paspor ini diharapkan dapat mengefektifkan proses awal pelayanan dalam antrian pendaftaran pembuatan paspor sehingga mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Upaya untuk mempermudah masyarakat dalam antrian mendapatkan pelayanan kepengurusan paspor lewat aplikasi M-Paspor ini nyatanya belum sepenuhnya dirasakan keefektifannya oleh masyarakat sebagai pengguna layanan aplikasi M-Paspor, masih banyak masyarakat yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan dari aplikasi M-Paspor yang lamban, lelet dalam pelayanannya, sebagian masyarakat masih merasakan kesusahan dalam menggunakan aplikasi M-Paspor sebagian juga masih awan dan kurang mengetahui untuk membuat paspor harus terlebih dahulu mendaftar dan mendapatkan antrian lewat aplikasi M-Paspor. Berdasarkan permasalahan tersebut, masyarakat yang masih kesulitan dalam penggunaan aplikasi M-Paspor mengartikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh apliksi M-Paspor sebagai sistem dalam antrian untuk pembuatan paspor belum optimal. Kualitas pelayanan penggunaan teknologi dalam pelayanan keimigrasian merupakan topik pembahasan yang menarik untuk diteliti sama seperti penelitian terdahulu yang membahas mengenai penggunaan teknologi dalam pelayanan keimigrasian terkhusus pada bagian antrian pendaftaran pembuatan paspor, peneltian terdahulu yang ditulis oleh Trisapto Wahyudi Agung Nugroho dan Imam Lukito dengan judul “Analisis Sistem Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online Pada Kantor Imigrasi” membahas bagaimana efektivitas dari penggunaan Aplikasi Pendaftaran Paspor Online (APAPO) pada kantor imigrasi, dengan permasalahan utamanya yang dibahas yaitu keluhan petugas imigrasi dan masyarakat akan lemahnya jaringan (APAPO) sehingga menyebabkan lambatnya penyelesaian permohonan pembuatan paspor, pada penelitian terdahulu itu merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan obyek penelitian, sementara dari sisi pendekatan penelitian terdahulu tersebut menggunakan kuantitatif dan kualitatif (mixed-methods).
Selain itu pada penelitian terdahulu yang disusun oleh Ghifa Deliano Akbar dan Aldri Frinaldi mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, yang membahas tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi M-Paspor Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam”. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan permasalah yang menjelaskan pengaruh signifikan kualitas pelayanan E-goverment dari aplikasi M-Paspor terhadap kepuasan pengguna jasa imigrasi pada kantor imigrasi Kelas II Non TPI Agam. 
Berdasarkan permasalahan dan referensi penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, pada penelitian ini penulis hanya akan membahas bagaimana kualitas pelayanan dari aplikasi M-Paspor yang merupakan pelayanan dalam antrian pembuatan paspor, dengan lokasi penelitian di Kantor Imgrasi Kelas 1 TPI Cirebon.  maka rumusan masalah yang akan peneliti bahas pada skripsi ini yakni bagaimana Kualitas Pelayanan Dalam Antrian Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon. Pada penelitian ini juga menjelaskan terkait bagaimana mengoptimalkan penggunaan apliksi M-Paspor sebagai inovasi pelayanan dalam antrian pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Oleh karena itu penulis akan membahasnya dengan mengangkat judul “Kualitas Pelayanan Dalam Antrian Pembuatan Paspor Berbasis Aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemerikassn Imigrasi (TPI) Cirebon”.

1.2. [bookmark: _Toc137041823] Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah belum optimalnya kualitas pelayanan dalam antrian pembuatan paspor berbasis aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon ? 
Identifikasi Masalah 
1. Bagaimana kualitas pelayanan dalam antrian pembuatan paspor dengan berbasis aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon ?
2. Apa Saja faktor yang menghambat kualitas pelayanan dalam antrian pembuatan paspor dengan berbasis aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon ? 
3. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dari pelayanan dalam antrian pembuatan paspor dengan berbasis aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon ?

1.3. [bookmark: _Toc137041824]Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
[bookmark: _Toc137041825]Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan dalam antrian pembuatan paspor dengan berbasis aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kualitas pelayanan dalam antrian pembuatan paspor dengan berbasis aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon.
3. Untuk mengetahui Upaya – upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan dari pelayanan dalam antrian pembuatan paspor dengan berbasis aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon.

[bookmark: _Toc137041826]Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1.  Kegunaan Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu/teori administrasi publik dan memperkaya litertur dalam bidang administrasi publik serta analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi  masukan mahasiswa administrasi publik untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat, penelitian ini juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana. 

3. Kegunaan Bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon 
Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan evaluasi, masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan paspor dengan menggunakan aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrsi Kelas 1 TPI Cirebon
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